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ABSTRAK

MUHAMMAD SIDDIQ (B111 04 739-1), Status Hukum Kepemilikan Hak
Atas Tanah Pemberian dalam Pemikahan di Kecamatan Minasalene
(dibimbing cleh ANWAR BORAHIMA dan KAHAR LAHAE),

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul keabsahan pemberian
tanah dalam pernikahan menurut hukum pertanahan nasional, seria status
hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian dalam pernikahan di
Kabupaten Pangkep. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum bagi perempuan yang menerima tanah pemnberian
dalam pemikahan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene, Kabupaten
Pangkep dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN
Kabupaten Pangkep, Kantor Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep,
Kantor KUA Kecamatan Minasatena Kabupaten Pangkep, dan Kantor
Desa Kabba), Disamping studi lapangan (field Research) yakni wawancara
secara terbuka dengan sejumiah aparat pemerintahan daerah seperti,
Kepala BPN Kab. Pangkep, Camat Minasalene, Kepala KUA Kecamatan
Minasatene, dan Kepala Desa Kabba, serta tanya jawab dengan beberapa
warga yang melakukan pernikahan dengan tanah sebagai mahamya , juga
dilakukan studi kepustakaan (Library Research) dengan mempelajari
aturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal, dan artikei-artikel
yang diperoleh melalui internet Analisis data dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dalam UUPA
diisyaratkan apabila aturan mengenai hak milik sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku
adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya sepanjang
tidak bertentangan dengan UUPA. Oleh karena itu peralihan tanah dalam
pernikahan sah menurut hukum pertanahan nasional apablia dilakukan
sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dilandasi dengan hukum
adat setempat, diantaranya yaiwu tertulis serta didaftarkan di kantor
pertanahan setempat dengan dibuktikan oleh akta yang dibuat cleh PPAT.
Demikian halnya dengan status hukum hak atas tanah pemberian dalam
pernikahan yang tidak jelas karena kurangnya kontrol dan penguasaan
wanita atas tanah mahar, akibat tidak merniliki sertipikat atau tidak memiliki
keinginan untuk membuat sertipikat sebagai perlindungan hukum yang
kuat atas tanah, sehingga peran pemerintah disini sangat penting artinya
dalam memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat akan
pentingnya pendaftaran peralinan hak atas tanah.



KATA PENGANTAR
3 = “H,‘:ﬂ _’;ggful_,_ﬂ_j,

Puji syukur kehadirat Allah SWT beserta junjunganNya Rasululiah
Nabi Muhammad SAW, karena atas berkah dan rahmathya penulis
diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam menyalesaikan skripsi
ini. Selama hampir setahun enam bulan lamanya penulis mengerjakan
kewajiban akhir sebagai mahasiswa hukum, namun lamanya rentang
waktu pengerjaan tidak menydlutkan semangat penulis unluk terus
nerusaha dan berdoa. Penulis senantizsa berpikir bahwa semua itu adalah
pembelajaran diri yang telah mengajarkan untuk terus berusaha dan
hersabar.  Akhimya saiu fase terdewati dan sebuan fase lain dan
kehidupan siap menanti, yang tentunya juga memeriukan ketekunan dan
kesabaran untuk menjalaninya.

Sesungguhnya skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil
kerja keras penulis namun semua itu tidak terlepas deri doa dan dukungan
orang-orang tercinta serta bantwan dar banyak pihak, maka dengan
setulus hati penulis mempersembahkar: rasa terima kasih yang tak terkira

kepada:



. Ayahanda Ahcmad Hambali dan |bunda Rasni Kuesuma besarta
seluruh keluarga. Terima kasih atas limpahan kasih sayang. doa,
perhatian dan dukungan yang tak perirah surut kepada penulis
selama ini.

. Bapak Dr. Anwar Borahima. S.H. M.H. salaku Pembimbing | dan
Sapak Kahar Lahae, S.H..MH. selaku Pembimbing Il. Terima kasin
atas segala perhatian juga rasehat dan saran demi kesempurnaan
penyelesaian skripsi ini,

. Para Penguji, Prof. Dr. Musakkir, 5. H.MH. dan lbu Dr. Nurfaidan
Said, SH., M.H., Msi. serta H. M, Ramli Rahim, S.H.M.H. Terima
kasih atas semua saran dan kiitikan yang membangun demi
kesempurnaan skripsi ini.

_ Prof. Dr. H. Faisal Abdullah, S.H. MS. selaku Pembimbing
Akademik (PA). Terima kasih atas segela perhatian, bimbingan dan
nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
selama ini.

. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang
telah memberikan pelajaran berharga, tidak hanya Hukum dan
disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai moral, etika dan pengalaman
hidup serta kasih sayang yang tulus sebagai sosok peng ganti orang
tua dikampus.

. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

yang telah banyak membantu dan member kemudahan dalam
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setiap pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga tahap
penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-teman dan sahabat yang telah penulis anggap sebagai
saudara sendiri, Eka, Darwin, Dhimas, Heru yang telah sejak lama
bersama-sama mengarungi pahit dan manis kehidupan.

8. Kepada sahabatku almarhurn Dhani Audri, semoga apa yang telah
kita lakukan bersama dapat memberikan arti dan manfaat dalam
kehidupan.

9. Orang-orang terpercaya, Arny yang tidak dapat dihiiung lagi
perhatian dan kepeduliannya akan kemajuan penulis serta Darmin
yang telah sangat banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir yang
melelahkan ini, A'Raaf, Ayyub, serta Tamy yang bersama-sama
penulis saling mendukung darn memberi masukan dalam
mengerjakan skripsi.

11.The Irex Team yang ielah bersama-sama meraih prestasi teitingg!
dibidang olah raga sepamjang sejarah kehidupan penulis.

12 Sahabat-sahabat lamaku, teman-teman bermain semasa bocah,
yang masih setia menerima segala kekurangen penulis, Yaya,
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13.Semua pihak yang telah membantu penulis mulai dar tahap awal
penyusunan, seminar proposal, penelitian sampai tahap aknir
penyelesaian skripsi ini, sehingga sernuanya dapat befaian dengan
baik dan lancar.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari
segala kekurangan dan kelemahan, begitupun halnya dengan penulis yang
menyadari bahwa skripsi ini belumlah pantas dikatakan sempurna, Oleh
karena itu, Penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang
membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
bernilai ibadah, Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan rahmat
dan hidayahNya dalam setiap aktivitas keseharian kita, tak terkecuall
kepada semua pihak, keluarga, sahabat, teman, saudara, guru dan dosen
serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberi arti dalam hidup
penulis dan terus menemani hingga haﬁ ini, hingga saat status penulis
sebagai mahasiswa sebentar lagi, hingga perpisahan dengan kampus
yang dicintai sekaligus dibenci lelah terbayang didepan mata, hirgga

perjuangan maneruskan kerasnya kehidupan di luar kampus telah dimulai.

Wassalam.
Makassar, Mei 2009

Fenulis

MUHAMMAD SIDDIQ
NIM. 8111047391
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu kala, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana
sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dalam bidang
pertanian. Oleh karena itu tanah memiliki arti yang sangat penting bagi rakyat

Indonesia dalam kehidupan keseharian mersha.

Arti penting tanah bagi m.aﬁ'_-,rarakat Indonesia dapat lebih besar lagi
maknanya apabila membahas tentang masyarakat hukum adat yang memiliki
ikatan yang kuat dengan tanah, khususnyé dengan tanah dimana mereka
lahir, besar, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat hukum adat
menganggap tanahnya sebagai warisan leluhur yang semestinya harus dijaga

dan dipeiihara.

Muchtar Wahid' mengungkapkan bahwa masyarakat adat adalah
masyarakat yang memiliki tradisi yang beriaku sebagai kaidah sosial dalam
kehidupan mereka, dipatuhi dan dipelihara sebagai suatu norma hukum.

Hukum adat bagian besamya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis,

! Muchtar Wahid. 2008. Memakngl Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Republika. Hal
11



walau dapat juga dijumpai keberadaan hukum adat {ertulis (misalnya yang

ada dalam piagam raja dan kitab-kitab hukurm).

Dalam hukum adat, terdapai beberapa cara untuk memperoleh tanah

hak milik adat® , yaitu :
1. Melalui warisan, hibah atau pembelian, dan
2. Membuka dan mengusahakan tanah di dalam wilayah adat.

Menurut Aniek® bahwa dalam hukum adat, jusl-beli, fukar menukar
atau hibah adalah suatu perbuatan hukum yang bersifst terang atau tunai.
Soekanto dan Taneko* menjelaskan pengertian terang dan tunai, terang
berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di
hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung
keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Sedangkan tunai berarti perbuatan
pemindahan hak dan pembayaran harga dilakukan secara serentak, karena
itu berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan.atau baru dibayar

sebagian.

! |DLD, 2007, Tanah Hak Milik Adat. Banda Aceh: Harian Serambi Indanesia,

(wwrw. idlo.int/bandaacehwareness. HTML). Posting 20 Desember 2008,

? Aniek. 2008, Beberapa Hol Tentang Peralihan Hok Atas Tanah. Palembang: Mataris dan PPAT Aniek,
{www.notarisEppataniek.com).P osting 20 Desember 2008,

* Soekanto dan Taneko, 19594, Hukum Adot df Indonesia. Jakarta: Penerbit CV, Rajawali]. Hal 230,
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Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terbentuk pada
tanggal 24 September 1960, Indonesia memiliki sistem hukum dalam bidang
pertanahan yang telah diunifikasi, UUPA menegaskan bahwa hukum agraria
nasional berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, menjamin kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama. Sebagai peraturan dasar, UUPA
mengatur pokok-pokok penguasaan, pemilikan, penggunaan, peralihan, dan
pemanfaatan tanah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan

perundang-undangan.

Adrian Sutedi® menjelaskan bahwa setelah berlakunya UUPA, hukum
tanah di Indonesia telah mengaiami perubaban. Segala macam hukum
tentang tanah tunduk pada UUPA, termasuk hukum adat, tetapi hukum adat
ini masih diakui sepanjang dalam kenyataan di masyarakat masih ada, dan
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perubahan
yang terjadi pada hukum tanah adat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA,
dapat dilihat misalnya dalam hal jual beli tanah. Sebelum berlakunya UUFA,
jual beli tanah sering dilakukan secara lisan saja, kemudian berkembang

dengan pembuatan surat jual beli antara dua pihak.

Dalam UUPA ditegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun,

—
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20). Lebih

* Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanch dan Pendoftorannva, lakarta: Sinar Grafika. Hal 57.



lanjut, pada Pasal 23 dijelaskan bahwa hak milik, demikian pula setiap
peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus
didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Fasal 19. Kewajiban
mendaftarkan dimaksudkan agar pemegang hak rmendapat kepastian hak
atas tanahnya. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah dalam perkawinan
dengan pemberian mahar tanah sebaiknya tunduk pada UUPA dangan
mendaftarkan tanah yang akan dialinkan kepemilikannya sesuai dergan

peraturan yang ada.

Segala macam peralihan hzk atas tanah, menurut UUPA hendaknya
didaftarkan, bal ini dimaksudkan agar tertib adnimistrasi pertanahan dapat
terjadi. Berbagai macam jenis peralinan hak atas tanah yeng diakui oleh

UUPA diantaranya®:
1) Jual-beli,
2) Tukar-menukar,
3) Hibah,
4) Pemberian menurut acat,
5) Pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng”, dan

6) Hibah-wasiat atau “legaat”.

® Boedi Harsono. 2003. Hukum Agrarie indonesia: Sefarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agrarig. Jakarta: Djambatan. Hal 333,
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Perbustan-perbuatan {ersebut dilakukan sewakiu pemegang haknya
masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat
funai, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan
hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak

lain.

J_u_a1-bali. tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat dan
pemasukan dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah-wasiat,
dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum
tersebut di hadapan PPAT: maka dipenuhilah syarat terang (bukan perbuatan
hukum yang "gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang
ditandatangani cleh para pihak menunjukkan secara nyata atau ril perbuatan
hukum pemindahan hak yang dilakukan. Dengan damikian ketiga sifat
peralihan hak, vaitu tunai, terang dan riil. dipenuhi. Akla tersebut

membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang dimaksud.

Lebih lanjut lagi, Budi Harsono’ mengungkapkan, bahwa untuk
memperaleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya,
pemindahan hak sebaiknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya, untuk dicaiat pada buku tanah dan sertipikat hak

7 Ibid. hal 334



yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pamindahan hak fersebut peda

sertipikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat.

Pemberian dalam pernikahan, labih khususnva lagi pemberian tanah
sebagai objek mahar menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1958
sebaiknya dibuatkan akta peralihan hak oleh dan/atau di hadapan PPAT. Hal
ini dimaksudkan agar akta peralihan hak tanah tersebut dapat dipergunakan
sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa tentang kepemilikan tanah tersebut
di kemudian hari. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
menjelaskan bahwa pemindahan hak atas tanah, hanya dapat didaftarkan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota jika dibuktikan dengan akta PPAT.
Jadi akta PPAT selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk kemudian diberikan sertipikat sebagai alas halk atas

tanah yang telah dialihkan tersebut.

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah di Indonesia yang
masih kuat mengikuti tradisi. Suku Bugis-Makassar lermasuk salah satu dan
19 (sembilan belas) lingkungan hukum adai yang telah dibagi oleh van
Vollenhoven untuk mempermudah mempelajari hukum adat di Indonesia
secara sistematis. Busrah Muhammag® mengemukakan bahwa dalam hukum

adat di setiap lingkungan hukum, terdapat suatu ciri yang memberi kekhasan

¥ Busrah Muhammad. 2003. Asas-Asas Hukum Adot, Jakarta: Pradnva Paronsita. Hal 93,
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pada hukum adat yang bersangkutan, sehingga mempermudah menentukan

identitasnya.

Layaknya masyarakat hukum adat pada daerah lainnya, masyarakat
Pangkep yang terdiri dari suku adat Bugis-Makassar juga sangat menghargai
tanah sebagai warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh
karena itu, tanah kerap dijadikan sebagai salah satu objek mahar atau mas

kawin dalam sistem pernikahan masyarakzat Pangkep.

Bagi Masyarakat Pangkep, pernikahan dianggap sebagai perjanjian
yang sakral dan suci antara suami dan isteri. Mas kawin atau mahar dalam
masyarakal bugis biasa disebut sompa atau swnrang. Tanah sompa
merupakan tanah yang dibenkan dalam sebuan pemikahan sebagai sebuah
mahar. Pengertian sompa dan tanah sompa akar aijeiaskan dalam bab

selanjutnya.

Tanah sebagai salah satu objek mahar dalam sislem pernikahan di
Kabupaten Pangkep, mempunyai beberapa segi posilif dan negatif. Salah
satu hal positif tanah sebagali objek mahar yaitu: kemapanan setelah
pernikahan dapat lebih terjamin karena telah memiliki tanah yang dapat
dipergunakan sebagai tempal bernaung bagi keluarga baru yang akan segera
terbentuk, selain itu juga dapat diperuntukken sebsgai salah satu sumber
penghasilan bagi keluarga apabila dipergunakan dengan tepat. Sedangkan

segl negatif tanah sebagai salah salu objek mahar, yang dalam hal ini



disebut tanah sompa yaitu apabila peralihan kepamilikan tanah tersebut tidak
sesual dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau siatus hukum

kepemilikan hak atas tanah sompa yang tidak jelas aniara suami atau isteri.

Eada kenyataannya, pemberian tanah dilakukan hanya secara lisan
saja, yaitu diisyaratkan akan memberikan sebidang tanah sebagai objek
mahar dalam perkawinan dan tidak disertai dengan akia ctentik peralihan hak
atas tanah yang dibuat oleh PPAT. Walaupun peralihan tersebut dilakukan di
hadapan banyak orang yang dapat disebut sebagai saksi yang menyaksikan
peralihan tersebut terjadi, tetapi tetap saja peralihan itu hanya dilakukan
secara lisan saja, yang pembukiiannya tidaklah sekuat apabila dilakukan
secara tertulis, sehingga tidak jarang terjadi konflik akibal lemahnya
pembuktian. Terkadang puia tanah yang akan dialihkan kepemilikannya tidak
juga memiliki sertipikat hak atas tanah, sehingga menambah kerancuan

dalam membuktikan kepemilikan tanah nantinya.

Penyerahan hak milik atas tanah dengan cara hibah rnenurut hukum
adat harus bersifat terang dan tunai, tetapi dalam hal penyerahan hak milik
atas tanah dalam perkawinan dengan pemberian mahar tanah, biasanya
dilakukan dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disepakati

sebelumnya antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita.

Pembicaraan mengenai penyerahan tanah ini, kadang kala dilakukan

pada waktu pengantin pria datang untuk melamar, yaitu pemberian sebagsi



FETTL o LI R

syarat yang diinginkan oleh pihak mempelai wanita, yang biasanya dilakukan
oleh masyarakat yang berkemampuan ekonomi tinggi serta memiliki status
sosial yang dihormati dalam masyarskat. Apabila syarat yang ditentukan cleh
pihak mempelai wanita tidak dapat dipenuhi cieh pihak mempelai pria, maka

tidak jarang perkawinan pun urung dilaksanakan,

Cleh sebab itulah maka musyawarah penting untuk dilakukan, sebab
musyawarah antara kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan
akan dapat mempertemukan keinginan masing-masing keluarga, sehingga

perkawinan dapat dilaksanakan.

Pada beberapa kasus, tanah yang dimaksudkan sebagai objek mahar
bukan merupakan tanah yang diberikan kepada mempelal wanita seteiah
perkawinan dilangsungkan, aiau tidak jarang pula mempelai pria ingkar dalam
memberikan tanah sompa ini sebagai kewzjibannya dalam memenuhi syarat
perkawinan. Kemudian ada kaianya pula mempelai wanita meminta tanah
yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa telah yang disepakati
sebelumnya. Berbagai macam masalah dan konflik yang terjadi adalah akibat
tidak didaftarkannya tanah tersebut pada saat dilakukannya peralihan tanah,
atau tanah yang dialihkan kepemilikannya tidak memiliki sertipikat sebagai

alat bukti yang kuat.

Oleh karena tidak jarang peralihan tanah dalam perkawinan ini

menimbulkan sengketa dan konflik, maka penulis menganggap penting untuk



menelili dan mengkaji lebih lanjut meanganai “Status Hukum Keopemilikan
Hak Atas Tanah Pemberian dalam Pernikahan di Kecamatan Minasatene
Kabupaten Pangkep" agar tecipta kepastian hukum kepemilikan hak atas
tanah dalam kasus tanah pemberian dalam pemikahan, utamanya di

Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui dan membahas mengenai status  hukum
kepemilikan hak atas tanah pemberian dalam pemikahan di Kabupaten
Pangkep, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan di

bahas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan pemberian tanah dalam pernikahan

menurut Hukum Pertanahan Masional?

2. Bagaimanakah status hukum kepemilixen hak atas tanah pemberian

dalam pernikahan?

2. Bagaimanakah perindungan hukum bagi perempuan yang menerima

tanah pemberian dalam pernikahan?

10



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui keabsahan dari peralihan hak atas tanah pemberian

dalam pernikahan menurut Hukum Pertanahan Nasional.

2. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan hak atas tanah

pemberian dalam pernikahan.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pernilik hak ats tanah

pemberian dalam pernikahan.
Manfaat Penelitian :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat termanfaat bagi perkembangan
ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Hukum Adat dan juga bagi
yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepemilikan hak

atas tanah serta peralihannya.

2. Sebagai referensi teoritik bagi mahasiswa, teoritisi dan akademisi yang

berminat pada penelitian yang sama.

11



3. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang ingin mengalinkan
kepemilikan hak atas tanahnya atsu mesyarakat yang ingin

memberikan tanah sebagai objek mahar dalam pernikahan.

12



BAE I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian
1. Pengertian Tanah

Dalam banyak literatur, tanah memiliki berbagai macam definisi,
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum
pertanahan di Indonesia telah membatasi definisi tersebut®, yaitu:

"“Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan, behwa Alas dasar hak

menguasai dari Negara, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunvai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian

jelasiah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah
permukaan bumi (ayat 1)".

Sedangkan definisi taaah menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1994) yaitu:
a) Permukaan bumi atau 'apisan bumi yang di alas sekali,

b) Keadaan burni di suatu tempai,

® Boedi Harsona. 2003. Hukum Agraria Indonesia; Sejorah Pembentukan Undang-Undang Fokol:
Agroria, Jakarta: Djambatan. Hal 18,

13



c) Permukaan bumi yang di beri batas.

d) Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas,

napal dan sebagainya).

Dalam perkembangannya, tanah kerap dijadikan sebagai salah
satu objek sompa atau mahar galam suatu pernikahan, dalam hal ini,
mahar tanah tersebut diberikan oleh pihak calon suami kepada pihak
calon isteri untuk memenuhi syarat pernikaharn yang telah disepakati
sebelumnya. Mahar tanah ini dalam masyarakat Bugis Pangkep
biasanya di sebut tanah sompa, yang bila tidak disikapi secara bijak,
dapat menimbulkan sengketa dan perselisihan. Biasanya tanah sompa
ini, belum atau tidak memiliki tanda bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
atau Sertipikat, terlebih lagi jika mengalihkan hak kepemiiikannya

bukan melalui jalur yang sah menurut Hukum Pertanahan di Indonesia.

2. Pengertian Hak atas Tanah

Boedi Harsono'® menjelaskan mengenai hak atas tanah, yang
berarti hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas,
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh

UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan, kemudian dalam

" 1bid.
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Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan
hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian
tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah,
tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang

ada di atasnya.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam
Undang-Undang Nomor & Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditenlukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang
dapat diberikan kepada dan dipunvai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum®.

Sebagaimana diketahui dalam penjelasan sebeiumnya bahwa
tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 ayat
(1) UUPA), sedangkan hak atas tanah adaish nak aias sebagian
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan

ukuran panjang dan lebar.

15
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Kemudian Boedi Harsono "'menjelaskan bahwa dalam UUPA
diatur dan sekaligus ditetapkan tata Jenjang atau hierarki hak-hak

penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu:

a). Hak Bangsa indonesia, yang disebut dalam Pasal 1 UUPA,
sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek

perdata dan publik.

b). Hak Menguasai dari Negara, yang disebut dalam Passl 3 UUPA,
beraspek perdata dan publik.

c). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Agdat, yang disebut dalam Pasal

3 UUPA, beraspek Perdata dan publik,

d). Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata,

terdiri atas:

- Hak-hak atas tanah sebagei hak-hak individval yang
semuanya secara langsung ataupun tidak langsung

bersurnber pada Hak Bangsa, sebagaimana yang disebut

dalam Pasal 16 dan 53

- Wakaf, yaitu Hak Miiik yang sudah diwakafkan (Pasal 43)

" |bid. Hal 24,

16
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- Hak Jaminan atas Tanah vyang disebut *Hak

Tanggungan®, dalam Pasal 25, 33, 29 dan 51.

Meskipun berrnacam-macam fletapi semua hak penguasaan

atas tanah tersebut berisikan serangkaian wewenang, kewajiban

danfatau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu

mengenai tanah yang dihaki.

Penjabaran mengenai hak atas tanah terdapal daiam Pasal 16

UUPA yang menyebutkan bahwa hsk-hak atas tanah sebagaimanz

vang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA ialah :

1)

3)

Hak Milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Paszl &

UUPA 1960 (diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 27 UUPA).

Hak Guna Usaha (HGU), adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka wakiu
sebagaimana dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian,
perikanan, atau peternakan (diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 34

UUPA).

Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya

sendiri, dengan jangka wakfiu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan

17



4)

3)

6)

7

dapat diperpanjang hingga waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun
(diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 UUPA).

Hak Pakai, adalah hak untuk mengunakan dan atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban vang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemiiik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan UUIPA (diatur dalam Pasal 41 sampai

Pasal 42 UUPA).

Hak Sewa, vaitu apabila ia berhax mempergunakan tanah milik
orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membavar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (diatur dalam Pasal 44

sampai Pasal 45 UUPA),

Hak Membuka Tanah, hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga
negara Indonesia (diatur dalam Pasal 46 UUPA 1960 dan lebih

khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Hak Memungut Hasil Hutan. seperti hainya hak membuka tanah,

hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan

18
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mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah lidak
dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah tersebut (diatur
dalam Pasal 46 UUPA 1980 dan lebih khusus diatur dengan

Peraturan Pemerintah),

8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53
UUPA (hak gadai, hak usaha bacgi hasil, hak rngnunipang dan hak

sewa tanah pertanian).

Boedi Harsono' mengemukaksn bahwa Hak Milik yang
merupakan penjabaran dar hak atas tanah menurut Pasal 20 UUPA
adalah hak atas tanah yang turun temurun, ariinya tidsk terbaias
jangka waktu penguasaannya dan jika pamiliknya meninggal duria
akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Salain dapat diwarisi oleh ahli
warisnya, Hak Milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan)
kepada pihak lain. Misalnya melzlui jual-beli, tukar-menukar, hihan,
wasiat, pemasukan dalam perusahaan, dan lain-lain. Peralihan Hak
Milik dalam pernikahan, seperti dalam kasus tanah somipa, diharapkan
dilakukan secara sah menuril Hukum Agraria, yaitu dilakutan Ji

hadapan atau dibuat cleh Pejatal Pembuat Akta Tanzh atau PPAT.

" hid. Hal 145,
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Selain itu peralihan Hak Milik ini harus disertai dengan tanda bukli alas
hak kepemilikan hak atas tanzh atau bissa disebut dengan sertipikat

tanah,.
3. Sertipikat sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pengertian sertipikat secara singkat dapat kita temui dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,
dimana disebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk
hak atas tanah, hak pengeloiaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, sedangkan buku
tanah adalah dokumen dalam bhentuk daftar yang memuat data yuridis
dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Boedi Harsono” mengemukakan bahwa data fisik adalah
keterangan mengenai lefak, batas dan luas bidarg tanah dan satusn
rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis
adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanzh dan satuan
rumah susun yang didaftar, pemeagang haknya, dan hak pihak lain

serta beban-beban lain yang membebaninya.

¥ | bid. Hal 475.
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Definisi lain mengenai sertipilkat tanah sebagaimana yang
dikemukakan Yusep Ariadi'®, sertipikat tanah adalan salah satu bukti
kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh secrang pemilik tanah yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kantor Badan
Pertanahan Nasional merupaksn suatu iembaga pemerintah yang
bertugas mendata dan memberikan sertipikat hak-hak atas tanah
kepada rakyat atau penduduk atas kepemilikan tanah, sebagai wujud

peran serta masyarakat terhadap pemmbangunan.

Lebih lanjut lagi mengenai sertipikat tanah, Soprapto
Hadimoeljono™ menjelaskan bahwa sertipikat tanah adalah salinan
buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama
dengan suatu sampul. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pambuktian yang kuat mengenai data fisik (letak,
batas-batas dan luas) dan data yuridis (jenis hak, nama pemegang
hak, peralihan hak) yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan
data yuridis tersebut sesuai dengan daia yang aca dalam surat ukur
dan buku tanah hak yang bersangkutan, letih jelasnya sertipikat tanah

adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanak.

13 Yusep Ariadi, 2008, Aplikosi Pengolahan Data Sertipikat Tanoh Poda Badon Pertanahan Nasional

Palembang. Palembang. Hal 14.
" Soeprapto Hadimeeljono. 2003. Jominan Kepastion Hukum dalium Penyelenggaran Pendaftaran
Tanoh. Bahan kuliah Kapita Selekta Hukum Agraria. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Badan Pertanahan

Masional.
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Fada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1697 tentang

Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah, dalam

hal ini sertipiket tanah sebagai Jaminan atas kepastian hak atas tanah

adalah:

e

b)

c)

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegeng hak yang
bersangkutan.

Untule menyediakan informasi kepada pihek-pihak vang
berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah
dapat memperoleh cata yang diparluken dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdeftar.

Untuk terselenggaranya tertib adnimistrasi pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan

dasar dan perwujudan tertib adnimistrasi di bidang pertanahan.

4. Pengertian Perkawinan

Penjelasan mengenai perkawinan dapat kita temukan dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan, Dalam Pasal 1,

dijglaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria



dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bshagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Daiam undang-undang tersebut juga dicsbutkan dalam Pasal 2, bahwa
"Perkawinan adalah sah, spabla diakukan menurdt hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu’". Pasal tarsebut menjeiaskan bahwa perkawinan
sah apeabila sesuai dengan hukum dan kepercayaan tiap pihak yang ingin
rmelangsungkan perkawinan ®Brsebut Dalam masyarakal Bugis-Pangkep,
pengaruh agama [slam dalam setap acar pemikahan sangat teresa, hal ini
dikarenakan masyarakal Bugis-Pangkep sebagien besar merupakan penganut

agama |slam yang taat

Seper halnya perkawinan menunt Hukum Islam, perkawinan dalam
masyarakat BugisPangkep juga mengenal acanya tatacars ateu runtutan
perkawinan, Khibah atau peminagsn, liab Qabul, Mehar, dan acam-acam
lainnya juga terdapat dalam masyarakat Bugis Pangkep, hanya saja perkawinan
dalam masyarakat BugisPangkep lebih rumit prosesnya karena adarnya
peleburan antara perkawinan menurut Hukum Islam dan perkawinan menunt

adat yang telah ada sebelumiya,

Selain mahar aiau mas kawin, masyamalat bugis juga mengenal stlah
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uarg balanca, Dewi Ardiana Dahlan dan Djoko Sukisno'® menjeleskan bahwa
uang belanca adalah syarat yang ditstapken cieh pihak keluarga perempuan
untuk dipenuhi oleh pihak keluarga lelaki, besamya jurrish weng balanca dan
chieknya ditertukan melald musyawarah oleh kedua keluarga yeng ingin
melangsungkan pemikahan, Lebih lanjut lagi dijetaskan bahwa faktor-faidor yang
dapat menentukan besamya uang balanca dalam hukum perkawinan adat Bugis
di Sulawesi Selatan yartu tingkat kemampuan ekonomi dan stalus sosial orangtua
calon mempelai perempuan fu sendin dalam rnasyaraiat. Meskipun terdapat
perbedaan dantara kedua calbon mempelai tersebul namun masih dapat
dibicarakan secara kekeluargaan dan musyawarah diantera kedua belah pihak
untuk mendapatkan suatu kesspakatan demi teriaksananys pemikahan lersebut.

5. Pengertian Sompa dan Tanah Sompa

Secara spesifik, definisi mengenai sompa dan tanah sompa
sangat sulit ditemukan dalam literatur-literatur yang ada pada saat ini.
Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam
penyusunan skripsi ini, masalan ini disebabkan oleh karena masih
jarang para ahli Hukum Agrara dan pakar Hukum Adat yang

barkeinginan untuk meneliti masalah tanah sompa.

* Dewi Adriana Dalilan dan Djoko Sukisno. 2003. Kedudukan Naik Bolanco dalom Hukum Perkawingn
Adat Bugis di Sulawes! Selatan, Yogyakarta: Program Studi Pascasarjans Unbversitas Gajah Mada.
Posting 20 Desember 2008,
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Dalam salah satu literatur® disebutkan pengerian sompe
dalam perspektif masyarakat Bugis-Bone, dikemukakan bahwa sompa
adalah mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu
perkawinan. Besarnya sompa telah ditentukan menurut golongan atau
tingkat derajat gadis. Pada akhir abad ke-19 besarnya mas kawin
(sompa) ditetapkan berdasarkan status seseorang. Sefiap satuan mas
kawin disebut kati (mata uang kuno) satu kati senilai dengan 66 ringgit,
atau sama dengan 88 real, 8 uang (8/20 rial) dan 8 duit (8/12 uang)
dan setiap kati akan harus ditambah satu orang budak yang bemilai 40
real dan seekor kerbau yang bemilai 25 real. Sompa bagi kalangan
perempuan bangsawan kelas tinggi Sompa bocco’ atau sompa puncak
bisa mencapai 14 kali Sedangkan bagi perempuan bangsawan
terendah hanya 1 kati dan orang baik-baik atau tau deceng setengah
kati, dan kalangan baiasa hanya seperempat kafi. Sistem perhitungan
ini masih berlaku sampai sekarang, tetapi sejak masa kemerdekaan
Republik Indonesia, maka mata uang ringgit (dulu senilai 2,5 rupiah
atau 2.5 gulden Belanda) yang dijadikan satu perhitungan, Namun
karera inflasi dan turunnya harga rupein pada awal 1960 maka jelas
sompa ini tidak berlaku lagi. Namun sompa ini masih sangat penting

artinya, khususnya bagi keluarga yang bersiatus tinggi karena hadizh-

8 =3, 3007, Totg Core Perkowinen Adat Bone, Bone: Teluk Bone. {Gitabone@yahoo.co.id). Posting
20 Desember 2008,
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hediah tambahannya, termasuk di dalamnys hadish simbolis (batang
tebu, labu, buah, nangka, anyeman-anyaman, dan bermacam-macam

kue tradisonal).

Berdasarkan uraian di stas, maka definisi tanah sompa ialah
mahar yang diberikan cleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan
dalam bentuk tanah, dalam penelitiannya, Nurfaidah Saig'
menjelaskan terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas
mahar tanah, yaitu : pemilikan tanah pemberian secara penuh,
maksudnya memiliki sertipikat tanah dan menikmati hasiinya, pemilikan
tanah hanya sebahagian, artinya tidak memiiiki sertipikat tanah tetapi
menikmati hasilnya, dan pemilikan tanah hanya sebagai simbol,
maksudnya ftidak memiliki serlipikat tanzh dan tidak menikmati
hasilnya. Perempuan sebagai pemilik tanah atas pembearian yang
diterimanya pada ‘fvahlu menikah belum terlindungi cieh hukum dalam
hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan
tanah tersebut masih diperiukan surat ketarangan hiban dan pihak laki-

laki sebagai pemberi kepada parempuan.

Oleh karena hal itulah seringkali ada ketidakjelasan pemilikan

hak atas tanah sompée akibat tanah tersebut yang tidak mamiliki

T Murfaidah Sald. 2002. Tenah sebagoi Mahar dolam Perkawinon (Studi Kasus Perempuan Bugis-
Makassar d' Sulawesi-Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Mentkah. Jakarta: Program Kajian
Wanita-Program Pascesarjana Universitas Indaonesia.
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sertipikal  tanah sebelumnya, yang dslam beberapa kesus
penyerahannya kepada pihak isteri hanya dilakukan secara lisan saja
lanpa ada bukti tertulis, sehingga menambah kerancuan dalam iata

zdnimistrasi pertanahan,

B. Peralihan Hak Atas tanah
1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Menurut Effendi Perangin'® pengertian peralinan hak atas tanah

ialah:

“Peralihan hak atas tanah atau biasa juga disebut pemindahan
hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari
seseorang, kepada orang lain. Jadi, pemindahan hak atas tanah
adalah suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan
tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan
kepada yang menerima pengaiihan. Ferbuatan hukum itu sendiri
mungkin saja jual-beli, tukar-menukar, hibah atau pemberian
dengan wasiat {lazim juga disebut hibah-wasial atau legaat)”

Pada jual-beli, tukar-menukar dan hibah, hak milik yang

bersangkutan beralin sewakiu pemiliknya masih hidup, sedang pada
pemberian dengan wasiat, peralihan hak terjadi setelah pemiliknya
meninggal dunia. Jual-beli, tukar-menukar dar hibah adalah perbuatan

hukum yang berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain untuk

" Effendi Perangin. 1993, Hukum Agraria di Indonesta; Suaty Telaoh dari Sudut Pandang Proktisi
Hukurn. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 1.
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se'ama-lamanya (hak atas tanah itu barpindah kepada yang menerima
penyerahan. Pada jual-beli pemilik tanah sebelumnya menerima
penggantian berupa sejumlah uang, pada tukar-menukar gantinya
berupa benda lain yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pada
hibah tidak menerima penggartian apapun atas tanah yang telah
dihibahkannya tersebut,

. Dasar Hukum Peralihan HHak Atas Tanah

Dalam UUPA diatur dasar hukum pemindahan (peralihan) hak

atas tanah, yaitu:

2). Pada Pasal 20 ayat (2) dijelaskan mengenai paralihan atas hak
milik, *hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain®,

b). Pada Pasal 28 ayat {3), dijelaskan tentang peralihan atas hak guna
usaha, yaitu "hak-guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain".

c). Pasal 35 ayat (3) menjelaskan tentang peralihan atas hak guna
bangunan, “hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain®.

d). Dalam Pasal 43, terdapat pembatasan peralihan hak pakai,

penjelasan tentang Pasal 42 UUPA yaitu:
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I Ayat (1) “Sepanjang mengerai tanah vyang dikuasai
langsung oleh nagara maka hak pakal hanya dapot dialihkan
kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwsnang”.

. Ayat (2): "Hak pakai atas tanah-milix hanya dapat dialihkan
kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan daiam perjanjian
yang bersangkutan’.

e). Pada Pasal 50 ayat (1) menyebutkan “ketentuan-ketentuan lebih
lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang®,
Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “ketentuan-ketentuan
lebih lanjut mengenai hak guna usana, hak guna banqunan, hak
pakai dan hak sewa untuk bangunan distur dengan peraturan

perundangan”.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Mo. 10 Tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 disebutkan bahwa:

"setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah aiau
maminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akta yany dibuat oleh dan di hadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (seianjuinya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut: pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan

oleh Menteri Agraria”.

Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
tantang Pendaftaran Tanah di atas, pejabal yang dimaksud dapat
membuat akta tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam Peraturan Pemerintah Ne. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, pada Pasal .1 angka 24 disebutkan bahwa
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untulk membuat akta-akta
tertentu”. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan yang besrsangkutan, akia yang dimaksud
yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Miik
Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa untuk

pembebanan Hak Tanggungan.

Sedangkan menurut Effendi Perangin PPAT adalah pejabat
yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang
bermaksud memindahkan hak atas tansh, memberikan sesuatu hak
baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan
hak atas tarah sebagai tanggungan.

Dalam menjalankan tugasnya, PPAT memiliki beberapa
kewenangan, diantaranya:

a). Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998,
PPAT berwenang membuat akia otentik, mengenai perbuatzn

hukum yang merupakan tugas pokoknya, yaitu:
1. Jual Beli
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b).

c).

d).

2. Tukar Menukar

3. Hibah

4. Pemasukan Kedalam Perusahan (inbreng)

(i)

. Pembagian Hak Bersama

& Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah, Hak
Milik

7. Pemberian Hak Tanggungan

8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pamerintah No. 37 Tahun 1998,
PPAT hanya berwenang untuk membuat akta Hak Atas Tansh atau

Hak Milik Atas rumah Susun yang terletak dalam daerah kenanya.
Pengecualian:

Pembuatan akta tukar menukar, akia pemasukan kedalam
perusahaan dan akta pembagian atau Hak Milik Atas Rumah Susun

yang tidak semuanya dalam daerah kerja.

pembetasan kewenangan yang berkaitan dengan perpajakan,
PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hsk atas

tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun setelah wajib pajak
menyerahkan bukfi pembayaran pajak (Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang No. 21 Tahun 1897 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah No. 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 27

Tahun 1896 jo. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999).

4. Peralihan Atas Tanah Sompa

Berdasarkan definisi dari somps i atas, yaitu mahar atau mas
kawin yang diberikan oleh pihak calon suami kepada pihak calon isteri
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnys. maka
tanah sompa yaitu mahar yang diberikan dalam berduk tanah. Dalam
peralihan atas tanah sompa, yang kepemilikan atas tanahnya dialihkan
dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri, biasanya dilakukan
dalam bentuk lisan saja, padahal untuk menjaga kepastian hulum dan
demi tertib adnimistrasi perlanahan, peralihan tersebut hendaknya
dibuat oleh dan di hadapan FPPAT sebagai pejabat yang berwenang
untuk itu. Selain itu peralihan tersebut sebaiknya didaftarkan pada

Kantor Pertanahan.

Dasar hukum peraliban hak atas tanah ini, yaitu peralinan

menurut adat dan kebiasaan masyararat setempat dijelaskan oleh
Boedi Harsono'® yaitu:

“UUPA sudah membarikan pengaturan mengenai hak milik
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Tetapi baru mengenai
hal-hal yang sangat pokok saja. Maka dalam Pasal 50 ayat (1)
ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan lebin lanjut akan diatur
dengan undang-undang. Dalam Pasal 56 dinyatskan, bahwa:

" Boed! Harsono, Up. Cit. Hal 145.
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‘seluma undang-undang mengerai hek milik sebagsi tarsebut

dalam Pasal 51 ayal (1) belum terhentuk, meka yang berlaku
adalah ketentuan-ketentuan hukum acat setempal dan

peraturan-peraturan lainnya mengena’ hak atas tanah yang
memberi wewenang sebagaimana atau mirp dengan yang
dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini* (maksudnya
UUPA).

Pasal 56 tidak memberikan rincian mengenal peraturan-
peraturan mana yang untuk sementara masih diberdakukan
lerhadap Hak Milik tersebut. Hanya dilunjuk pada peraturan-
peraturan hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana
atau mirip yang dimaksud daiam Pasal 20, menurut Pasal 20
Hak Milik adalah hak atas tanah yang turun-temurun, artinya
tidak terbatas jangka waktu penguasaannya dan jika pemiliknya
meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Selain dapat diwariskan oleh ahli warisnya, Hak Milik juga dapat
dialihkan (dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain misalnya
melalui jual-beli, tukar-menukar, hiban, hibah wasiat, dan
pemasukan dalam perusahaan”.

Berdasarkan pemaparan Boedi Harsono di atas, maka peralihan
hak Milik atas tanah secara adat yang dalam hal ini dilakukan dengan
memberikan mahar tanah dapat disebut sesuai dengan Pasal 56
UUPA yang memberikan kewenangan terhadap hukum adat setempat
dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah sepanjang

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.
Dalam peralihan hak atas tanah secara sompa ini, dapatiah .
dikategorikan sebagai peralihan hak atas tanah dengan cara hibah.

Effendi Perangin® menjelaskan pengertian hibah, yaitu:

* Effendi Perangin. Up. Cit. Hal 35-36.
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“Seperti halnya peralihan hak milik secara jual-beli dan tukar-
menukar, maka hibah tanah pun Eukan perjianjian yang
petakaanaa!n_rwa harus dipenuhi dengan penyerahan haknya
secara yuridis kepada pihak yang menerima hibah, mealainkan
merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya
hak milik tas tanah yang bersangkutan kepada yang diberi
hibah. Bedanya dengan jual-beli adalah, dalam hal hibah,
pemilik tidak menerima imbalan sebagai ganti dari tanah vang
dihibahkan itu”.
Sebagal perbuatan hukum yang mengakibatkan beralinnga hak
milik atas tanah, maka hibah diatur dalam Hukum Tanah, dan menurut
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 19897 wajib didaftarkan dan

gibuktikan cleh akta yang dibuat olzh PPAT.

Masih menurut Effendi Perangin, bahwa termasulc peralihan
atas tanah dengan cara hibah ini adalah pemberian tanah yang lazim
diberikan kepada anak yang menfas sewakiu pemiiiknya masih hidup.
Dalam perpustakaan Hukum Adat disebut tosschheiding. Oleh karena
termasuk Hukum Waris maka szlain ketentuan-ketzntuan Hukum
Tanah, perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan Hulum Waris yang
berlaku terhadap yang memberinya. Kebiasasan di masyarakat
Tapanuli untuk memberikan tanah Kepada anak perempuan yang
menikah serta suaminya dapat juga digolongkan daiam pengertian
hibah ini. Oleh karena itu peralihan hak atas tanah dengan
memberikan mahar tanah dalam pernikahan dapatiah digolongkan

dengan peralihan hak atas tanah dengan cara hitah.
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C. Kedudukan Tanah Sompa dalam Perkawinan

Dari pemaparan di atas, secara garis besar dapatlah dirumuskan
bahwa sompa adalah mahar atau mas kawin yang merupakan syarai sahnya
suatu perkawinan, baik perkawinan menurut Hukum Adat, maupun
perkawinan menurut Hukum Islam. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan,
terlebih dahulu disapakati objek mahamya dergan melakukan musyawarzh
sebelum pernikahan antara pihak keluarga perempuan sebagai pererima
mahar, dan pihak lelaki sebagi pemberi mahar yaitu berupa uang, perhiasan,
rumah, tanah, dan lain sebagainys., Dalam musyawarah tersebut, selain
disepakati mengenai objek mahar, ditentukan iuga besaran dan jurniah mahar

yang akan dibarikan nantinya.

Kedudukan mahar dalam perkawinan adalah wajib, menurut Ahmad
Sarwat?’  dalam Hukum Perkawinan Islam, mahar adelah harta yang
diberikan pihak calon suami kepada calon istinya uniuk dimiliki sebagai
penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak isti sepenuhnya,
sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak

istri. Dalam Al-Curan Allah SWT mensyariatkan bahwa: "Benkanlah mahar

kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh

 ahmad Sarwat. 2007, Mahar dalam Pernikohen. Era Mushim. (www.al-azzam.com). Posting 20
Desember 2008.
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kerelaan ..." (Q5 An-Nissas :4), Mahar morupakan pemberlan seorang laki-

laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak

milik istri secara penuh,

Menurut Yusuf Qardhawi® &da empat hikmah daiam pembarian

mahar oleh suami terhadap isteri, yaitu:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki
bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untul
mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena
itu yang melamar atsu meminang dalem proses perkawinan adslah
laki-laki bukan wanita.

2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istennya,
karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadian atav hibah yang cleh
Al-Quran disitilahkan dengan nihlah {pemberian dengan penuh
kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita sebagaimana yang
dikatakan kalangan Barat, Allah Swi berfinrman yang artinya: Berikanlzh
maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Hemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian der maskawin itu dengzan

B ot oad Yani. 2007. Mas Kawin Memuliokan Wanita fdar pendepat Yusuf Qardhaowi).
(www.usahamulia,nat), Posting 20 desember 2008,
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senang hati, maka makaniah (ambillsh) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS 4:4).

- Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga
bukaniah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Oleh karena
itu tidak bisa seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu
dengan seenaknya ia ceraikan kembali untuk selanjutnya mencari lagi
wanita lain untuk diperiakukan seperti itu. Kalau orang yang belum
menikah saja sudah memberi hadiah/cendera mata kepada calon
isterinya untuk menunjukan kesungguhan cintanya, apalagi semestinya
saat dinikahi. Oleh sebab itu, bila seandainya perkawinan mengalami
perceraian, maka sang suami tidak holeh mengambil kembali mas
kawinnya itu, Allah Swt berfirman yang artinya: Dan jika kamu ingin
mengganti isteri dengan isteri yang lain (cerai), sedang kamu telah
memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka
janganiah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedixitpun.
Apakah kamu akan mengambilnya kembsli dengan tuduhan yang
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata (QS 4:20),

. Keempat, Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan
rumah tangga dengan memberikan nafkeh. karenanya laki-iaki adalah
pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya dan untuk

mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya
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sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidek sewenang-
wenang terhadap isterinya,

Kemudian bentuk mahar vang baik diberikan sebagai bentuk cinta dan
kasih sayang oleh suami terhadap isteri dilelaskan alh Anggraini Widjenarti®
bahwa mahar atau mas kawin adalah salah satu syarat dalam jab gabul
Mahar itu sebaiknya berupa barang yang bemilsi tinggi. Mahar adalah harta
dan bukanlah sekedar barang simbolisasi bslaka sepesti raushaf Al-Quran.
Bahkan Nabi pun menyunnahkan maha: yang memiliki nilai investasi tinaai.
Jadi jikalau terjaci apa-apa dalam pernikahan, mahar ini dapat menjadi
pegangan Istri dalam mengarungi hidup dan mambiayai anak-analk, Maher
yang bernilai investasi tinggi ini biasanya berupa uang tunai, emas, {anah,
rumah, deposito syariah, reksadana syariah, kontrakan alau benda bernarga
lain yang mempunyai nilai investasl tinggl. Akan tetapi dalam Islam
permintaan dan pemberian mahar sangat berheda dengan sifat materialis dan
kepaisuan. Ini adalah ajaran Islam yang penuh hikmah, yarg beriujuan uniuk

melindungi dan memuliakan wanita, serta memperkokoh keluarga,

Secara spesik, Islam mengajarkan agar dapat hidup sedarhana. Begitu
halnya dalam pernikahan, tetapi untuk menghargai dan memuliakan wanila,

apalagi bagi wanita yang dicintai, hendaknya seorang |slaki membarikan

B anggraini  Widjanarti  2008.  Berbogal  Pertonyaon  Mengenoi  Mchar.
wwrw. lovejournal.widjanarti.com), pesting 20 Desember 2008.
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mahar yang terbaik yang dapat diberikannya kepada sang pendamping hidup.
Mahar yang baik adalah yang memiliki rilai investasi tinggi, salah satunya
ialah tanah, yang dengan berjalannya waktu cenderung memiliki nilai semakin

tinggi.

Dalam masyarakat Bugis Pangkep, mahar tanah disebut tanah sompa,
hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki status akonomi
menengah ke atas. Biasanya objek dan besaran jumlah mahar atau sompa
dibicarakan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga wanita
dan pihak keluarga lelaki setelah peminangan diterima. Oleh karena besarnya
jumiah mahar yang diberikan, perselisihan antara keluarga pun seringkali
terjadi untuk memperebutkan tanah sompa ini akibat tidak jelasnva slatus

hukum kepemilikan tanahnya.
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BAB I

METODE PEMELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar data dan informasi yang dipsroleh dalam penyusunan skripsi ini
dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis memilih Kecematan Minasatane,
Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian agar diperoleh data yang akurat
mengenal masalah tanah sompa steu lansh sunrang iangsung dari
masyarakat Pangkep yang pernah teribat dan mengalami atau mendengar
mengerai kasus tanah sompa atau sunrang ini. Kecamatan Minasatene aipilin
sebagai |okasi penelitian, hal ini disebabkan banyaknya warga masyarakat
yang melakukan pernikahan dengan tanah seoagai maharmya pada

kecamatan tersebut.

Qleh karena hal yang ingin citeliti mengenai kasus tansh yang
berkaitan dengan pemberian dalam pernikahan, maka selain melakukan
pengamatan dan wawancara terhadap masyararst Pangkep, penulis juga

mernbutuhkan data dari Kantor Pertarahan Kabupaten Pangkep dan Kantor

KUA,
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B. Teknik Pengumpulan Data
Pengurapulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis
materi-materi yang berkaitan dergan bahan penelitian yang ada pada

berbagai buku, peraluran Perundang-undangan serta literatur lainnya.

2. Wawancara, dengan melakukan tarya-jawab kepacia pihak-pihak yang
bernubungan langsung dehgan pennasalahan yang ingin diteliti, yaitu
crang-orang yang pernan membeii/menerima, mendengar atau
mengetahui tentang peralihan tanah melalui perkawinan atau peralihan
tanan sompa. Penulis mewawancarai 13 orang dari masyarakat, selain itu,
penulis juga akan mewawancarai kepala desa, dan tokoh-tckoh
masyarakat yang diangcap banyak mengetahui mengenai pemberian

mahar tanah ini.

C. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara
terhadap pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan

masalah yang akan diteliti, yaitu masyarakat Pangkep yang pernah
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melakukan perkawinan dengan pemberian mahar tanah atau tanah
sompa.

b. Data Sekunder, vaitu data yang diparoleh melalui sumber-sumber
tertentu, yaitu dengan melakukan analisis terhadap berbagai referensi
yang ada, misalnya dokumen yang ada di Kantor KUA, Kantor Kepala
Desa, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah

yang ingin diteliti.
D. Populasi dan Sampel

Fopulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dari kecamatan
tempat lokasi penelitian ini dilangsungkan, yaitu masyarakat Kecamatan
Minasatene yang telah melakukan perkawinan dengan tanah sebagai
maharnya. Pada kecamatan tersebut, peneliti mengambil sampel dengan
teknik purposive non-random sampling, yaitu metode penetapan sampe!
secara tidak acak dengan melakukan pensiitian berdasar pada krleria-
kriteria tertentu, yang dalam hal ini penelitian dilakukan dengan melakukan
wawarncara dan memberikan kuisioner terhadap 13 orang warga masyarakat
yang dianggap mengetahui, dan pemmah mengalami langsung atau
mendengar mengenai kasus tanah scmpa ini di kecamatan tersebut. Selain

itu, peneliti juga mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat den kepala desa

untuk mendapat data yang akurat.
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E. Analisis Data

Data yang dipsroleh baik data primer maupun dala sekunder,
dianalisis secara deskriptif dan hasilnya disajikan secara sistematis dalam

bentuk laporan penelitian  skripsi ini  dan dipertanggungjawsbkan

sebagaimana mestinya,
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8AB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pemberian Tanah dalam Pernikahan menurut Hukum

Pertanahan Nasional

Aluran mengenai sistem pertanahan di Indonesia terdapat dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Paraturan Dasar Pokol-pokok
Agrariz atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Setelah berlakunya undang-undang ini, maka segala masam hukum
dan aturan tentang tanah tunduk pada UUPA, terrmasuk hukum adat, tetapi
hukum adat ini masih diakui sepanjang daiam kenyataan di rasyarakat masih

ada, dan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan LUUPA

(pasal 56).

Dalam UUPA, terdapat beberapz aturar mengenai  peralihan hal
milik atas tanah yang lidak dijelaskan secara terperinci. Salah satu diantara
aturan tersebut adalah aturan mengenai peralihan tanah secara hibah,

utamanya pemberian mahar tanah dalam pernikahan.



Dalam bab sebelumnya, dijelsskan bshwa mahar adalah harta yang

diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai

penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya,
sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan cleh kehendak
istri. Bisa saja mahar i berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung
permintaan pihak istri. Hanya sajz oalam pemberian mahar, sebsiknya
memberikan barang atau benda yang bemilai invesiasi, tinggi seperti emas,
rumah, dan tanah agar dapat dimaniaatkan kelak oleh istari. Pemberian tanah
sebagal mahar, hendaknya tunduk pada sturan-aturan yang berlaku tentang

peralihan tanah,

L;!_l...'thA menegaskan bahwa segala macam bentuk peralinan hax atas
tanah, wyaitu jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan pemasukan dalam
perusahaan haruslah didafitarkan peralihannya di Kantor Pertanahan
setempat, dan segala macam peralihan hak ates tanah harya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat cleh PPAT yang
berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah,

yang dilakukan dalam bentuk jual-beli- tukar-menukar ateu hibah harus dibuat
di hadapan PPAT.

Dengan demikian, agar peralihan hak atas tanah, tersebut dapat

terselonggara dengan baik, maka secrang PPAT yang akan membuat

peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran menganai hak atas

45



tanah lersebul, dan mengenai kecakapan dan kewenangan dari mereka yang

akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut

Sehubungan dengan cbyek hak atas {anah yang dipindshkan, PPAT harus

memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen:

1) mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam hal serifikat
tidak diserahkan atau serifikat yang diserahkan tidek sssuai dengan

daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
2) mengenai bidang tanah yang belum terdafiar;

¥ surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum
dikonversi atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul

sehubungan dengan penguasaan tanalinya tersebut; dan

» surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang

bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk

tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor

Pertanahan. dari pemegang hak yand bersangkutan dengan dikuatkan

oleh Kepala Desa/Kelurahan; dan dalam hal surat tersebut tidak dapal

diserahkan maka PPAT wajib menolak membuat axia pamindshien frek



atas tanah te .
3 rsebut termasuk hak milik atas tanah yang akan dialinkan

tersebut,

Setiap kegiatan peralihan tanah, terutama dalam bentuk pengalihan
hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya harus didssarkan kepada
kesepakatan antara pihak yang ingin mengalihkan tanahnya kepada pihak
yang menerima tanah. Kesepakatan dilakukan atas dasar persesuaian
kehendak antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan,

dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik.

Hal ini dilakukan karena hubungan antara kedua belah pihak adalah
hubungan keperdataan yang berasal dari perjanjian diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata. Untuk lebih mempertegas kesepakalan antara masing-masing
pihak.yang teriibat dalam peralihan tanah pada pemikahan tersebut, maka

kesepakatan dan peralihan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh

dan di hadapan pejabat yang berwenang untule itu.

Penelitian cilakukan di Kecamatan Minasatens, Kabupaten Pangkep

selama satu bulan selama kurang lebih satu bulan. Untuk mempercleh data

yang akurat, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala BPN

Kabupaten Pangkep, Kepala Kecamatan Minasatens, Kepala Desa Kabba,

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Minasatene, dan Penghulu

Pernikahan Kecamatan Minasatene. Selain itu, dilakukan juga tanya-jawab
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dengen teknik kuisioner pada masyarakag dengan manitik beratkan pada

wanita yang menerima tanah dalam pernikahan

Pemberian tanah dalam pernikahan umumiya  dibicarakan dan

dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak keluarga yang akan
melaksanakan pemikahan. Tanah tersebut umumnya diberikan dalam salah
satu prosesi adat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan temuan pada
saat meiakukan penelitian, mahar tanah diberikan dalam salah satu prosesi

adat dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Responden berdasarkan Saat Pemberian Tanah

No. Prosesi Adat Jumlzh Parsentase
1. | Pembicaraan Uang Belanja _ 1 7.7
2. | Akad Nikah 12 82, 3
Jumlah 13 100

Sumber : Data Primer, 2009

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil bahwa pembicaraan atau

pemberian mahar tanah telah ada pada saat-saat awal pernikahan, yaitu pada

saat pembicaraan uang belanja, seorang responden mengaku telah terdapat

penyerahan tanah secara langsung sebagai mahar pada saat pembicaraan

udian sebanyak 12 orang atau 92, 3 % responden

uang belanja, kem

mengaku bahwa mahar tanah diseralian pada saat akad nikah
= L AN
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dilangsungkan. Adapun prosesi adat lainnya, yang juga diperiirakan sebagai

en h :
saat penyeranan mahar tanah yaitu penyerahan uang belanja (doe halanja)

dan penjemputan mempelai wanita ke tempat mempelai pria

(maparola/nilekka) tidak dipergunakan sebagai saat penyerahan mahar tanah

dari perielitian yang dilakukan penulis.

Pemberian tanah yang dilakukan pada saat akad nikah, dimaksudian
agar pihak keluarga dan tamu undangan dapal menyaksikan peraiihan tanah
dilakukan, sehingga terpenuhi salah satu syarat dalam peralihan tanah dalem

pernikahan ini, yaitu saksi yang menyalsilan peralihan dilangsungkar.

f&jperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 1320 KUHRH
Perdata disebutkan 4 (empat) syaral sahnya suatu perjanjian, kemudian untuk
mempertegas kesepakatan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam
peralihan tanah dalam pernikahan, maka sebalknya kesepakatan dan
peralihan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dan di hadapan
pejabat yang berwenang untuk itu. Syarat ini (tertulis) merupakan hal yang

nutiak dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemilic fangh

nantinya. Kemudian selain peralihan dan penyerahan tanah dalam bentuk

tertulis. —tepalese Mipglez 99 0 ark ot IE'.:H AL
- Rmalyh Y mtAplo v peie et
- S | Bt

i evlo il = %1
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Nalam penelitian yang dilakukan, peleksanaan peralihan tanah dalam

pemikahan yang dilakukan dalam bentuk tertulis dan disaksikan beberapa
orang saksi dapat dilihat dari tabel berikut:

. Tabel 2
Pembuktian Peralihan Tanah yang Dilakukan dalam Bentuk Tertulis

No Peralihan Tanah dalam Bentuk

Tertulis Jumlah Parsentase
1. | Dalam bentuk tertulis 12 92. 3
2. | Secara lisan 1 7.7

Sumber : Data Primer, 2009

Berdasarkan tabel 2 di atas, teriihat dengan jelas bahwa sebagian
besar masyarakat melakukan peralihan tanah daiam pertuk tertulis. Dari 13
orang responden, sebanyak 12 orang atau 82.3 % responden yang mengaku

bahwa peralihan tanah dilakukan dalam bentuk tertulis. Salah satu

responden, Irma Suryani (29 tahun) mengunglkapkan bahwa pemberian

tanah sebagai objek mahar ini dicatat pada akta nikah. Dalam akta nikah yang

diperoleh penulis setelah melakukan penalitian di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Minasatene, tercatat cengan jelas beniuk atau objek mas

kawin yang diberikan. Apabila maskawin diberikan dalam bentuk tana.
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Andi | i
ndrajaya (Kepala BPN Kabupaten Pangkep, wawancara 28

januar 2008} mengungkapkan pendapatnya tentang peralihan tanah dalam
pernikahan yang dilakukan secara terulis:

"..harus tertulis, pada waktu dinikahkan itu biasanya, dibacakan

penyerahan maharnya, juga harus ada hitsm di atas putih, ..."

Dari pendapat di atas, terlihat pentingnya melakukan peralihan tanah
dalam bentuk tertulis, hal ini untuk mencegah wanprestasi apabila dikemudian
hari salan satu pihak (dalam hal ini olzh keluarga mempelai pria) ingkar janji
untuk menyerahkan tanah yang teiah dislihkan pada saat pernikahan. Untuk
mengetahui pembuktian peralihan tanah yang dilakukan di hadapan =zksi,
dapat dilihat dalam tabel 3:

Tabel 3 .
Peralihan Tanah yang Dilakikan Di Hadapan Saksi

No Peralihan Tanah yang Surilah s
* | Dilakukan Di Hadapan Saksi |
1 Dilakukan di hadapan Saksi | 12 100
2 Tidak di lakukan di hadapan = a
" | saksi .
100
Jumiah 13

e ——

Sumber - Data Primer, 2009
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Dalam tabel 3 diketahui seluryh responden atau sebanyak 100%
responden mengaku peralihan tanah dilakukan di hadapan beberapa orang
saksi. Hj. Imawati (19 tahun) mengungkapkan karena penyerahan tanah
tersebut dilakukan saat akad nikah dilangsungkan, maka pihak keluarga dan
tamu undangan yang menghadiri akad nikah mendengar dan menyaksikan
penyerahan tanah sebagai mahar pernikahan, penyerahan dilakukan dengan

menyebutkan satu-persalu mahar yang akan diserahkan termasuk sebidang

tanah seluas 787m?.

Bardasarkan Undang-Undang WNo. 5 Tahun 1980 jo. Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 segala macam transaksi harus dilakukan di
hadapan Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) agar segera dilanjutkan
dengan pendaftaran ke kantor pertanahan. Oleh karena itu, penulis mencoba
menggambarkan pendaftaran peralihan tanah yang dilakukan di hadapan

PPAT di Kecamatan Minasatene Kabupalten Pangkep sebagaimana terlihat

pada tabel 4:



. Tabel 4
=]
aralihan Tanah yang Dilakukan Di hadapan PPAT

No. Peralihan Tanah yang Dilakukan Di
S i hada““ PPAT Jumlah Parsentase
1. | Dilakukan di hadapan PPAT ata
pejabat yang berwenang . 2 15.4
2. | Tidak dilakukan di hadapan PPAT
atau pejabat yang berwenang i oA
Jumlah 13 100

Sumber ; Data Primer, 2008 i

Dalam tabel 4 terlihat kecenderungan masyarakat untuk melakukan
peralihan tanah tidak di hadapan PPAT atau pejabat yang berwenang. Hal ini
berlawanan dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan peralihan tanah
secara tertulis dan di hadapan saksi separti dalam tapel 2. Hanya sebanyak 2
orang atau 15, 4 % responden yang melakukan peralihan tanah di hadapan
PPAT atau pejabat lain yang berwenang. Salah seorang responden yaitu irma
Suryani mengungkapkan bahwa pada saat penyerahan tanzh dilangsungkan

yaitu saat akad nikah, Camat Minasatene hadir sebagai saksi dan juga
mencatat peralihan tanah yang dilakukan.

Oatam Bab 1 dijelaskan bahwa segela macam perainan UK s

tanah hendaknya didaftarkan peralihannya pada kantor partanahan seternpat

untuk memperoleh sertipikat sepagai alat DUK Yang sah dan memili jaminan

kepastian hukum. Dijelaskan pula bahwa untuk mendafiarkan (anaf o
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_ Tabel 4
=]
~ralihan Tanah yang Dilakukan D hadapan PPAT

Peralihan Tanah ya -
No. ng Dilakukan Di
» Siickaia hadapan PPAT Jumilah Parsontase
1. | Dilakukan di hadapan PPAT
pejabat yang berwenang atay 2 15, 4
2. | Tidak dilakukan di hadapan PPAT 11 B4 6
atau pejabat yang berwenang "
Jumliah 13 100

Sumber ; Data Primer, 2009 -

Dalam tabel 4 terlihat kecenderungan masyarakat untuk melakukan
peralinan tanah tidak di hadapan PPAT atau pejabat yang ber~enang. Hal ini
berlawanan dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan neralihan tanah
secara tertulis dan di hadapan saksi separti dalam tabel 2. Hanya sebanyak 2
orang atau 15, 4 % responden yang melakukan peralihan tanah di hadapan
PPAT atau pejabat lain yang berwenang. Saiah seorang responden yaitu Irma
Suryani mengungkapkan bahwa pada saat penyerahan tanzh dilangsungkan

yaitu saat akad nikah, Camat Minasatene hadir sebagal saksi dan juga

mencatat peralihan tanah yang dilakukan.

Dalam Bab 1 dijelaskan hahwa segala macam peralihan hak atas

tanah hendaknya didaftarkan peralihannya pada kantor pertanahan seternpal

pikat sebagai alat bukti yang sah dan memiliki jaminan

untuk memperoleh serti
la bahwa untuk mendaftarkan tanah tersebut

kepastian hukum. Dijelaskan PU
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k ibukti ,
hendaknya dibuktikan dengan akta PPAT yang dibuat oleh dan di hadapan

AT atau pej
PPAT atau pejabat yang berwenang untuk ity. Pejabat lain yang dimaksud

adaian PPAT Sementara yang menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

1098 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasai 1
angka 2 menyebutkan bahwa PPAT Sementara adalah Pajabat Pemerintah
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan lugas PPAT dengan
membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PFAT, dalam hal

ini menurut Pasal 18 ayat (1), PPAT Semenlara adalah Cemat dan/ atau

Kepala Desa.

Menurut H. Amiruddin (Camat Minasatene) bahwa biasanya tanah
yang dialihkan kepemilkannya dalam pernikahan lidak dilakukan di hadapan
PPAT, hanya di hadapan jurah atau imam kampung saia serta di hadapan
saksi-saksi dari keluarga kedua mempelai. Hal itu telah dianggap cukup untuk
melakukan peralihan tanah, karena telah dilakukan sepengstahuan lurah,

Kepala Desa atau Camat (wawancara 22 Januari 2008).

Dalam Peraturan pamerintah No. 37 Tahun 1998 Pasal 1 dijelaskan

bahwa PPAT adalah pejabat urnum yang diberkan kewenangan untuk

membuat akta otentik mengenai parhuatan hukum tertentu mengenai hak

atas tanah atau hak milik atas satuan ruman susun, lebih lanjut lagi dijelaskan

pula PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di
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n .
daerah yang belum cukup terdapat PPAT Kabupaten Pangkep dengan luas

wilayah keseluruhan 12.362,73 Km2 {luas wilayah daratan 898,28 Km2 dan

wﬁay&h |E|Jt 1.1464144 KmE [ 4 mil d'ﬂri gang pgntﬂi } dﬂngan jumlah 112

pulau) sangal membutuhkan bantuan PPAT Sementara untuk membantu
tugas PPAT yang ditunjuk cleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Oleh

karena itu, peralihan tanah yang dilakukan di hadapan PPAT Sementara,

dalam hal ini oleh Camat merupakan hal yang legal dilakukan.

Tabel 5
Peralihan Tanah yang Dibuatkan Akta Hibah cieh PPAT

' Peralihan Tanah yang Dibuatkan i
No. Akta Hibah oleh PPAT Jumlah Fer:entalse
1. | Dibuatkan akta hibah 1 .7
2 | Tidak dibuatkan akta hibah 11 84, 6
3. | Peralihan tanah secara lisan __ 1 7.7
Jumlah 13 100

Sumber ; Data PrimEF,F 2009

Lebih lanjut lagi, dalam tabel 5 teriihat banwa sebagian besar

masyarakat tidak dibuatkan akta hipah oleh PPAT atau pejabat lain yang

berwenang. Hanya sebanyak satu orang atau 7, 7 % respcnden yang

membuat akta hibah, dalam hal ini oleh camat sebagai PPAT Sementara

akibat masih kumngﬂh’ﬂ teanaga PFJAT di Hﬂbulﬂﬂtﬂn F‘Engkﬂp, Fﬂdah-al, untuk
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mendapatkan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang sah diperukan akta
yang dibuat oleh PPAT atau Pejabat lainnya.

Untuk mendapatkan sertipikat sebagai alas hak yang terkuat atas
tanah, maka haruslah didaftarkan pada kanter pertanahan setempat. Tabel 6

menggambarkan peralihan tanah dalam pemikahan yang didaflarken pada

kantor pertanahan setempat:

Tabal 6
Peralihan Tanah dalam Pemikahan yang Cidaftarkan
pada Kantor Pertanahan Setempat

‘_Hu. Pork I:::;; E‘:ﬁg ry;:g;:::ﬂﬁ:rkan Jumiah FaTn!nﬂa
1. | Didaftarkan pada kantor pertanaban - -
2. | Tidak didaftarkan 13 100
Jumiah 13 100

Sumber - Data Primer, 2009

Dalam tabel & terlihat bahwa seluruh responden, yaitu 13 orang

responden yang mendapatkan tanah dalam pernikahan tidak satupun yang

mendaftarkan peralihan tanahnya ke kantor pertanahan setempat, hal ini

berarti sampai saat ini belum seorangpun yang meniliki sertipikat hak millk

atas tanah yang diberikan dalam pernikahan dengan nama sendii (atas nama

responden).



Salah seorang responden, Nurbiah (41 tahun) mengungkapkan alasan
mengapa tanah yang dimilikinya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan
untuk mendapatkan sertipikat, yaitu karena pada jaman duiu (saat responden
menikah) orang-orang tua masing-masing pihak yang menikahkan mereka
dapat dipegang dan dipercaya janjinya. Oleh karena hal itu berhubungan
langsung dengan harga diri dan kehommatan dalam masyarakat, jadi tidak
dibutuhkan gdan-_.ra tanda bukti peralihan tersebut, hanya mengisyaratkan
menyerahkan sebidang tanah dan penyerahan akan dilakukan tanpa tanda

bukti apapun.

Telah dijelaskan dalam sub-bab peralihan atas ftanah sompa,
mengenai dasar hukum peralihan hak atas tanah dalam pemikahan, Effend
Perangin juga menjelaskan bahwa segala macam perbuatan hukum yang
mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah menurut  Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 wajib didaftarkan dan dibukikan oleh akia
yang dibuat oleh PPAT, demikian halnya dengan hibah tanah. Jadi dapat
disimpulkan puia bahwa hibah tarah galam pemikahan yang mengakibatkan
beralihnya hak milik atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan

dengan dibuktikan oleh akta yang dibuat oleh PPAT.

Paralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Minasatene

rdasarkan tabel-tabel dan penjelasan di atas

n dilakukan hanya berdasarkan hukum

Kabupaten Pangkep, D€

diperoleh garnbaran bahwa peralina
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adat dengan syarat terang dan tunaj, Terang beraiti dilakukan di hadapan

kepala adat (dalam hal ini di hadapan imam kampung, penghulu, orang yang

dgituakan atau kepala desa) yang berperan ssbagai pejabat yang menanggung
keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Serta tunai, yaitu penyerahan tanah
dilakukan dalam salah satu prosesi adat, utamanya pada saat akad nikah
(tabel 1), sebagai pembayaran langsung yang dilakukan secara serentak. Jadi
dapatiah disimpulkan bahwa peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan
Minasatene Kabupaten Pangkep dilakukan hanya berdasarkan hukum adat,
dan tidak sesuai dengan UUPA sebagai aturan dasar sistem pertanahan di

Indonesia.

B. Status Hukum kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian dalam

Pernikahan di Kecamatan Minasatene

Mahar tanah dalam pernikahan bertujuan sebagai simbol bagi pihak

mempelai wanita bahwa mempelai pria yang nantinya akan jadi pemimpin

dalam keluarga dapat menghidupi dan menanggung hidup sekeluarga. Hal ini

auan untuk
merupakan penegasan dari kemampuan ekonomi dan kem

isterinya kelak.
bertanggung jawab akan hidup anak dan istennya
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis tanah yang diberikan

sebagai mahar beragam, sesuai dengan tingkat ekonomi dan kemampuan

mempelal pria, tanah-tanah yang diberikan umumnya berupa sawah, empang,
kebun, tanah perumahan, dan jenis tanah lainnya, Untuk lebin jelas mengenai
jenis tanah yang diberikan sebagai mahar di Kecamatan Minasatene
Kabupaten Pangkep, dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7
Jenig Tanah Pemberian dalam Pernikahan

No. Jenis Tanah Jumlah Persentase
1. | Sawah 9 69, 2
2. | Tanah Perumahan 3 23, 1
3. | Tanah Kering 1 T
Jumlah 13 100

Sumber : Data Primer, 2008

Pada tabel 7, dapat dilihat bahwa tanah yang diperuniukkan sebagai

mahar dalam pernikahan sebagian besamya merupakan tanah persawahan,

sebanyak 69, 2 % atau 9 orang responden mengaku bahwa tanah yang

d . Salah satu
diberikan kepadanya sebagai mahar herupa tanah persawahan. Sala

onden, Hj. St. Subaedah (45 tahun) mengungkapkan bahwa sawah
responden, Hj. =t

waktu menikah
seluas 57 are diberikan kepadanya sebagal mahar pada

i hldu l Hﬂlua{ga
ngar. harapan agar hasil tanah dEIFIEi d1gunakan untuk meng p
ﬂ B ]
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akan 1t
yang a arbantuk, Dengan manfaat yang sangat vital terssbut, maka

tidaklah mengherankan apabila sawah sering digunakan sebagai objek mahar
dalam pernikahan. Kemudian jenis tanah lainnya, yang sering juga digunakan
sebagai mahar dalam pernikahan yaitu tanah kering (tanah yang belum
dimanfaatkan oleh pemilik tanah, dalam beberapa kasus berupa tanah yang

menyerupai kebun, tetapi tidak terawat) sebagaimana yang di ungkapkan oleh

Nuraeni (41 tahun).

Adapun tanah yang diberikan sebagai mahar tidak selamanya
merupakan milik mempelai pria, ada kalanya merupakan milik orang tua dari
mempelai pria, milik keluarga mempelai pria, atau pun milik orang lain. Untuk
mempermudah pengurusan pembuatan sertipikat dan balik nama sertipikat
hak stas tanah, sebaiknya tanah yang diberikan sebagai mahar haruslah
merupakan milik pribadi dari mempelai pria, hal ini agar pengurusannya tidak
berbelit-belit, dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari akibat tidak
jelasnya kepemilikan tanah yang diberikan sebagai mahar fersebut. Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai jenis tanah dan kepemilikan mahar tanah di

Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. dapat dilihat pada tabel ©

berikut:



' ili Tabel 8
K
epemilikan Hak Atas Tanah Permberlan dalam Pernikahan

= Kepemilikan Hak Atz
\ s Tanah
Hn._ Pemberian Dalam Pernikahan Jumlah Parsentase
1. | Milik suami 2 = 15,3
2. Milik orang tua suami 10 ?;'
3. | Lainnya 1 o
Jumiah 13 100

“Sumber : Data Primer, 2008 -

Pada tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah
yang dialihkan kepemilikannya sebagai mahar dalam pemikahan bukanlah
milik suami, tetapi milik orang tua suami (dengan perincian mertua laki-laki
sebanyak 6 orang atau 46, 2 o dan mertua perempuan sebanyak 4 orang
atau 30, 8 %). Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Abd.

Muttalib S (Penghulu Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep,

wawancara tanggal 30 Januari 2009):
« .. pemilik tanah ity adalah pengantin laki-laki dari pihak bapaknya,

sebab dia yang memberikan tanah, istilahnya mahar, tentu dia yang

punya. Oleh karena iy diperjelas di depan saksi, termasuk dari

keterangan lurah, karena jangan sampal tidak mengakui apa yang

dah berikan kepada isteri
iknya dilakukan secara tertulis)...”

nya, jadi sebaiknya tertulis
pernah dia su

(peralihan tanah seba
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Akibat tanah yang diberikan sebagai mahar bukan merupakan milik
suami, maka sering kali menimbulkan konflik, utamanya apabila peralihannya
dilakukan tidak secara tertulis, atau tidak terdapat saksi yang menyaksikan
peralihan tersebut dilangsungkan, terdebih lagi apabila tanah mahar belum

mermiliki sertipikat, sehingga akan lebih menyulitkan pembuktian akan

kepemilikan tanah nantinya.

Pembuktian terhadap kepemilikan mahar tanah sangat penting untuk
mencegah timbulnya konflik di kemudian hari karena tidak jelasnya
kepemilikan mahar tanah di hadapan hukum pertanahan nasional, maka
menyebabkan fungsi sertipikat yang penting artinya. Peralihan tanah dalam
pemikahan di Kecamatan Minasatene sebagian besar tidak disertai dengan
sertipikat kepemilikan hak atas taniah, terlebih lagi control dan penguasaan
isteri terhadap tanah mahar yang diberikan kepadanya sangat lemah. Hal ini
berkaitan dengan kedudukan isteri dalam keluarga yang seringksli berada di
bawah penguasaan suami. masyarakat Sulawesi Seligtan adalah masyarakat

yang menganut budaya patriarki, yaitu sistern yang menempatkan laki-taki
atau ayah sebagai penguasa dalam keluarga. Tabel 7 menjelaskan tentang

sertipikat tanah yang diserahkan pada wakiu menikah, dan kontrol serla

penguasaan isteri terhadap tanah mahar.
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_ Tabel 9
Peralihan Tanah dalam Pemikahan yang disertai dengan

Sertipikat Hak Atas Tanah
Diserahkan dengan Sertipikat
No. Hak Atas Tanah Jumlah Persentasoe
1. | Dengan sertipikat 2 15,4
2. | Tanpa sertipikat 1 B4, & l
Jumlah 13 100

"Sumber : Data Primer, 2009

Dari tabel 9, jelas terlihat penyerahan tanah tanpa dicertal seripikat
sebagai alat bukti yang sah, hanya terdapat dua orang dari 13 orang
responden atau 15, 4% yang mendapatkan seriipikat tanah pada waklu
mahar tanah tersebut diserahkan. Menurut Andi Nadire (31 tahun) alasan
sehingga tanah yang diserahkan kepadanya tfidak diserahkan bersama
dengan sertipikat, adalah pada saut itu (saat reponden menikah) tanah
tersebut rnemang belum berseripikat, hanya berupa surat keterangan hak

atas tanah yang dibuat oleh kepala dasa.

Lebih lanjut mengenal kontrol p2nguasaan dan pemanfaatan tanah

mahar oleh isteri, sebagai mana telah dijalackan dalam bab sebelumnya,

bahwa terdapat 3 (tiga) kategori kontrol perempuan atas tanah pemberan

dalam pernikahan, yaitu:
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1) Pemilikan penuh atas tanah pemberian, yaity mempunyai akses
(peluang) untuk menikmati hasil tanah pemberian, memiliki komirol

(penguasaan) atas tanah pemberian, bahkan memilii sertipikat hak

atas tanah.

2) Pemillkan tidak penuh, atau hanya sebagian saja atas tanah

pemberian, yaitu tidak memegang serta tidak memiliki sertipikat hak

atas tanah, tetapi masih dapat menikmati hasilnya.
3) Pemilikan tanah pemberian sebagai sebuah simbol, yaitu isteri sama

sekali tidak menguasai tanah dar juga tidak menikmati hasil tanah

pemberian.

Sehubungan dengan hal tersebut, tabel 10 dan 11 akan menjabarkan
mengenai kontrol penguasaan dan pemanfaatan isteri atas tanah pernberian

dalam pernikahan.

Tabel 10 ‘ ‘
Pemanfaatan Tanah dalam Pernikahan yang Dikuasai nleh Responden

Persantasa
Pemanfaatan Tanah yang Jumliah
No. Dikuasai oleh Responden
10 I
1. | Dikuasai responden .
3
2. | Tidak dikuasai responcen ;
— —— 13 100
Jumlah .
_-_r-—'_-_-_-_-_-

“Sumber - Data Primer, 2009
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engu
(penguasaan) atas tanah Pemberian, bahkan memiliki sertipikat hak

atas tanah.

2) Pemilikan tidak penuh, atay hanya sebagian saja atas tanah

pemberian, yaitu tidak memegang serta tidak meniiliki sertipikat hak
atas tanah, tetapi masih dapat menikmati hasilnya.

3) Pemilikan tanah pemberian sebagai sebuah simbol, yaitu isteri sama
sekali tidak menguasai tanah dan juga tidak menikmati hasil tanah

pemberian.

Sehubungan dengan hal tersebut, tabei 10 dan 11 akan menjabarkan

mengenai kontrol penguasaan dan pemanfaatan isteri atas tanah pernberian

dalam pernikahan.

Tabel 10

Pemanfaatan Tanah dalam Pernilkahan yang Dikuasai oleh Responden

——

No Pemanfaatan Tanah yang Jumiah et
' Dikuasai oleh Responden
I 77
1. | Dikuasai responden 10
i 3 23
2. | Tidak dikuasai responden
B 13 100

Jumlah

mhﬂf: Data Primer, 2009




Dal ili
am tabel 10, dapat dilihat bahwa hanya 10 orang responden atau

77T %
° yang mengaku bahwa tanah mahar dikontrol dan  dikuasai

pemanfaatannya, sisanya sebanyak 3 orang atau 23 % mengaku tidak

mengontrol pemanfaatan tanah yang diberkan kepadanya. Seorang

responden, Mukminah (23 tahun) mengatakan batrwa tanah mahar yang pada

saat diberikan merupakan tanah perumahan saat ini dijadikan kebun atas

keinginan mertua perempuan, hal ini dikarenakan responden yang memang

tidak memiliki keinginan untuk menguasai tanah yang merupakan haknya,
Tabel 11

Penguasaan Pemanfaatan Hasil Tanah Pemberian dalam Pernikahan
oleh Respondean

No. F‘B‘;T::::,::ﬂ;:’;:t::"“ Jumilzh Fersentase
1. Dikuasai responden ) 9 68, 2
2. Tidak dikuasai responden 4 20,8
Jumlah 13 100

Sumber - Data Primer, 2009

Dalam tabel 11, dari 10 orang yang mengaku mengontrol tanah mahar,

terdapat 9 orang responden atau 89, 2% yang mengakui mendapatkan hasil

dari pemanfaatan tanah tersebut, hal ini terdapat dalam tabel 8 di atas.

Menurut Hj. Nurlia Nuhun (43 tahun) tanah manar yang diserahkan

kapadanya saal menikah dipercayakan pada suami pemanfaatannya (suami




kemudian menyerahkan Penggarapannya kepada saudara suami untuk

membantu kehidupannya), adapun hasil pemanfaatan tanah (berupa padi)

hanya sekali-kali diperaleh. Lain halnya dengan Iima Suryani (29 tahun) yang
memang menginginkan penguasaan dan pemanfaatan tanahnya dikuasai
sepenuhnya oleh mertua. Menurutnya hal ini dilakukan karena hasil tanah
(berupa padi) yang tidak terlalu memuaskan, maka tanah tersebut kemnudian

diserahkan kontrol penguasaan dan pemanfaatannya kepada mertua.

Muh. Haris (Kepala Desa Kabba Kecamatan Minasatene, wawancara
tanggal 26 Januari 2009), mengutarakan pendapatnya mengenai mahar tanah

yang tidak dikontral dan dikuasai pemanfaatannya oleh isteri:

*  mahar tanah tidak boleh dikuasai oleh pihak suami atau
keluarganya, tidak bisa sama sekali mengintervensi karena ini adalah
hak sepenuhnya isteri. Telapi saya kira kaiau yang namanya hubungan
suami-isteri tetap ada campur tangan suami, tetapi dalam hal ini
kewenangan sepenuhnya itu tetap di tangan ister, jadi kalau namanya
suami-isteri kan tetap ada yang namanya xoordinasi, tapi suami itu

sifatnya hanya sebatas koordinasi saja, yang punya hak sepenuhnya

ity untuk memutuskan itu isteri, karena memang pada dasamya itu

merupakan harta yang diberikan kepada isteri...”
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==t RN i
rendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa walaupun

| | ‘ pada
saat pernikahan isteri diberi tanah sebagai

mahar, tapi tetap saja segala hal

sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan terhadap tanah mahar

sebaiknya didiskusikan dan  dimusyawarahkan terlebin dahulu bersama
suami. Hal ini bertujuan agar antara suami dan isteri terdapat saling percaya
dan tercipta rasa kebersamaan terhadap harta yang dimiliki, baik oleh suami
maupun oleh isteri tanpa memandang siapakah pemilik harta tersebut
sebelumnya, yang ada hanyalah milik keluarga. Namun tetap saja diperlukan
adanya pembuktian yang jelas dan kuat terhadap siapakah pemilik tanah,

dalam hal ini oleh isteri, dengan sertipikat hak milik atas tanah.

C. Perlindungan Hukum Bagi Perompuan yang Menerima Tanah

Pemberian dalam Pernikahan

UUPA merupakan paraturan dasar yang mengatur panguasaar,

pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendaiian pemanfaatan tanah

| h
yang bertujuan agar terselenggaranyd pengelolaan dan pemanfaatan tana
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu aspek yang

' ian hak atas tanah,
dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian 0
ri hukum pemilikan tanah.

kepastia
yang menjadi dasar utama dalam ranghka kep3
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Salah satu tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA serta menurut Pasal 3 Paraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1887 Tentang Pendaftaran tanah ialan meirberikan kepastian
hukurn dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang
tanah. Dari penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keterfibatan
rakyat diwajibkan agar mendaftarkan tanahnya, walau tidak ditetapkan

adanya konsekuensi bagi pemilik tanah yang tidak mendaftarkan tanahnya.

Dari hal tersebut jelaslah Mampak bahwa tujuan pendafiaran tanah
adalah untuk membarikan kepastian hukum dan perdindungan hukur hak
atas tapah, dimana keberhasilan pﬁlal;:sanaan pandaftaran tanah yang
peraturan dasarnya ditetapkan dalam Pasal 19 ULUPA, sangat tergantung

pada peranan masyarakat.

Sebagaimana telan dijelaskan Ji atas bahwa aias hak yang paling kuat
atas tanah menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah sertipikat yang
diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Masional. Peralihan tanah dalam

pernikahan di Kecamatan Minasafene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan

tabel 9 hanya seorang responden yang mendapatkan mahar tanah beserta

sertipikat hak atas tanah, hal ini menunjukkan peralihan tanah yang terjadi

kebanyakan tidak sesual dengan hukum pertanahan nasional, kemiudian

penulis mencoba menggali iebih dalam lagi mengenal jenis tanda bukli hak

atas tanah lain selain sertipikat yang diserahkan, mengingat hanya secrang

68



yang mendapatkan sertipikat pada saat menerima tanah. Hasilnya terlihat

padia tabesl 12:

| | Tabel 12
Jenis Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian dalam Pernikahan

No. Jenis Ta n:l_?a?l::ti Hak Atas S B iriias
1. Sertipikat 2 15,4
2, Rincik 6 46, 1
3. SPPT PEB 2 15, 4
4. Surat Keterangan Hak Atas 2 15, 4

Tanah

5. Tanpa tanda bukti 1 7
Jumlah R E 100

Sumber : Data Primer, 2009

Salah satu responden, Andi Hameliah (53 tahun) mengungkapkan
bahwa pada saat pemikahan, tanah diserahkan padanya diseriai dengan

sertipikat hak atas tanah, yaitu tanah yang sekarang (sast wawancara)
sebagai tempat tinggal bagi keluarga.

Dalam tabel 6 dijelaskan bahwa sampai saat wawancara belum ada

seorangpun responden yang mendaftarkan perafihan tanah mahamya ke

kantor pertanahan setempat, ini berarti belum seorangpun yang memiliki

sertipikat atas tanah mahar atas nama sendiri (atas nama rasponden), yang

da hanyalah sertipikat yang pada saat diberikan sampai saat wawancara
03 &
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masih tetap atas nama suami atay orang tua suami, maka perlindungan

hukum bagi perempuan yang mernerima tanah pemberian dalam pernikahan

masih sangat minim,

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa tujuan pendaftaran tanah
adalah untuk memberikan kepastian dan perindungan hukum hak atas tanah,
dimana keoerhasilannya sangat tergantung pada peranan masyarakat untuk
mendaftarkan setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan. Dalam ikasus
tanah mahar seperti yang terjadi di Kecamatan Minasatene, Kabupaten
Pangkep, peranan masyarakat dalam hal ini oleh isteri yang menerima tanah
mahar sangat penting untuk mendaftarkan peralihan tanah yang diberilan
kepadanya, agar kepastian dan perindungan hukum yang diharapkan dapat

tercapai.

Akan tetapi, dari semua responden yang sempat penulis wawancara,
tidak terdapat satupun responden yang mendaftarkan peraiihan tanahnya.
Tabel 13 akan menjelaskan tentang ada atau tidak adanya keinginan

responden sendiri (isteri yang menerima mahar tanah) untuk mendaftarkan

peralihan tanahnya.
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Tabel 13
Tanggapan Responden Untuk Mendaftarkan Peralihan Tanah
Pemberian dalam Pernikahan

No. Tanggapan Responden Jumlah Persentase
1. Ingin mendaftarkan tanah 6 54, 6
2. Tidak ingin 5 45, 4

o Jumlah T 100

Sumber : Data Primer, 2009

Sebelum membahas mengenai tabel 13, patut diketahui terlebih dahulu
bahwa terdapat 2 orang responden yang telah menjual tanah mahamya, oleh
sebab itu hanya 11 orang responden yang berkompeten untuk memberikan
jawaban mengenai keinginan untuk mendaftarkan tanah. Dari 11 orang
tersebut ternyata hanya 6 orang yang menyatakan ingin mendaftarkan tanah
yang dimilikinya, sisanya sebanyak 5 orang, atau 45, 4% mengaku tidak
memiliki keinginan untuk mendaftarkan mahar tanahnya. Kebanyakan
responden, salah satunya Irma Suryani (29 tahun) hanya ingin mendaftarkan
tanahnya atas nama anaknya saja. Kemudian responden lainnya, yang tidak
memiliki keinginan untuk mendaftarkan tanahnya, salah satunya St.
) beralasan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk

Subaedah (45 tahun

mendaftarkan tanahnya karena telah terdapat kepercayaan yang tinggi antara

-
i dan isteri. Hal ini terjadi karena sebelum menikah telah tenalin
suami -

1



hubungan yang akrab dan erat antara kedus keluarga. Alasan lainnya karena

responden tidak memiliki perhatian dan pengetahuan akan pentingnya

mendaftarkan tanah,.

Jelaslah sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 13, bahwa
memang terdapat sebagian responden yang tidak memiliki keinginan untuk
mendaftarkan tanahnya, sehingga perlindungan hukum bagi isteri yang
menerima pemberian tanah dalam pemikahan sangat lemah, sebab keinginan
responden sendiri. Sebagian lainnya, ftidak memiliki pengetahuan dan
pengertian akan pentingnya mendaftarkan tanah, maka di sini peran
pemerintah sangat penting artinya dalam mamberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan segala
macam peralihan dan kepemilikan hak atas tanah sesual dengan yang
dimaksud dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tansah.

Adapun perlindungan hukum bagi isteri yang tidak memiliki tanda bukti
hak atas tanah, walaupun pada saat peralihan terdapat beberapa orang saksi
yang menyaksikan peralihan  tersebut, dapat disimpulkan bahwa

perlindungannya sangat lemah, oleh karena tidak terdapat tanda bukli yang

menyatakan tanah tersebut berada dalam penguasaan istar. Sesual dengan

Peraturan Pemerintah MNo. 74 Tahun 1987 Pasal 3 menyatakan bahwa

pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
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indungan hukum kepada
perl PeMegang hak atas suaty bidang tanah, satuan

umah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
namDUKRRERT GRTRYR sebagal Pemegang hak yang bersangkutan. Adapun

periindungan hukum bagi isteri yang menerima mahar dalam bentuk tanah

dan penguasaan tanah tersebut berada ditangan orang lain maka selama
fijak ada sertifixat pengalihan hak milik dari suami ke isteri maka tanah
lersebut tetap milik suami sehingga jika terjadi perceraian atau sengketa,
perfanggungjawabannya berada ditangan suami karena tidak ada bukti
otentik yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik isteri sekalipun

sudah diserahkan dalam bentuk mahar.
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EABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Segala macam peralihan tanah termasuk didalamnya peralihan tanah
dalam pernikahan, sah menurut hukum pertanahan nasional apabila
didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu
dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Peraiihan tanah
dalam pernikahan di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep
sebagian besarnya masih dilakukan dengan hukum adat, akibatrya

pembuktian dan jaminan kepastian hukum yang dimiliki sangat lemah.

2. Dari tiga kategori kepemilikan wanita atas tanah pemberian dalam
pernikahan, hanya 2 (dua) orang responden yang memiliki kontrol

penuh atas tanah pemberian, dan memperoleh sertipikat hak atas

tanah sewakiu menikah, hal ini menunjukkan kebariyakan responden

tidak memiliki kontrol dan penguasaan yang kuat atas tanah yang

diberikan kepadanya.
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3. Perlindungan hukum yang terkuat atas tanah adalah sertipikat yang

dibuat oleh kantor pertanahan setempat. Peralihan tanah dalam
pernikahan di Kecamatan Minasatens Kabupaten Pangkep sebagian
besarnya tidak disertai dengan sertipikat hak atas tanah, sebagian
responden malah tidak menginginkan untuk mendaftarkan tanahnya,
disebabkan telah terbentuk kepercayaan dan kebersamaan yang kuat
antara suami dan isteri, sehingga perlindungan hukum bagi isteri yang
menerima tanah dalam pernikahan sangat lemah akibat kurangnya

perhatian dan keinginan dari isteri sendiri.

B. Saran

1. Agar pemberian tanah dalam pernikahan dapat diakui keabsahannya
menurut hukum pertanahan nasional, maka segala macam peralinan
atas tanah harus dilakukan sesuai dengan UUPA dan peraturan
lainnya atas tanah, yaitu dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi,
dan dibuatkan akta hibah olen PPAT serta didaftarkan pada kantor

pertanahan setempat untuk mendapatkan sertipikat sebagai aiat bukti

yang terkuat atas tanah.

2. Agar isteri yang menerima mahar tanah dalam pernikahan memiliki

ka
kontrol dan penguasaan sepenuhnya atas tanah pemberian, ma
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diperlukan kesadaran dari berbagal pihak, utamanya bagl suami dan
keluarga suami untuk memberikan hak kepada isteri agar dapat
menguasai tanah vyang tslah diberikan kepadanya dengan
menyerahkan sertipikat hak atas tanah serta kontrol penuh atas tanah
pemberian. Selain itu juga diperlukan adanya sanksi yang tegas dan

perhatian dari pemerintah dengan membuat aturan mengenai

pemberian tanah dalam pemikahan ini.

. Diperlukan kesadaran akan pentingnya memiliki serlipikal hak atas
tzanah dan mendaftarkan peralihan tanahnya pada kantor pertanahan
setempat bagi wanita yang menerima mahar tanah dalam parnikahan.
Hal dilakukan agar tercipta perlindungan hukum yang kusat atas tanah

pemberian.
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